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UMUM

Dalam Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur bahwa Partai Politik berhak
memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik
yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 34
ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pemerintah
telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

Dalam rangka untuk lebih memperkuat sistem dan kelembagaan
Partai Politik, perlu melakukan peningkatan bantuan keuangan kepada
Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan
keuangan Partai Politik sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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II.

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
perlu dilakukan perubahan.

Materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
ini meliputi nilai besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di
tingkat pusat yang bersumber dari APBN yang dapat dinaikkan sesuai
dengan kemampuan keuangan negara, nilai besaran bantuan keuangan
kepada Partai Politik tingkat daerah yang bersumber dari APBD provinsi
dan kabupaten/kota yang dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,
peruntukan bantuan keuangan kepada Partai Politik, dan laporan

pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 5
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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